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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan 

penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan 

Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan 

Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini 

menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. 

Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. 

Dalam mengamanatkan UU Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 

Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Di 

Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini digunakan 

sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam melaksanakan FKP 

yang merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam kegiatan 

penyelenggaraan pelayanan publik, perlu adanya koordinasi antara 

penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang 

diwadahi dalam bentuk FKP. Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi 

dua arah, dimana Masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan 

saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima 

selaku pengguna layanan. 

Untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan 

harapan publik, Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai salah satu UPT Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memberikan layanan publik di 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengadakan Forum Konsultasi 

Publik (FKP) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 

Tahun 2017. Diharapkan dari pelaksanaan FKP dapat diperoleh kebijakan yang 
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efektif dengan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik untuk dapat mewujudkan 

pelayanan prima kepada masyarakat. 

 

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat 

● Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

● Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

● Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara 

penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, 

penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara 

pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik. 

Adapun manfaat dari pelaksanaan FKP, yaitu:  

a. memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

b. memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

c. mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

d. mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan; 

e. sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk 

mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan 

layanan kepada publik; 

f. memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 
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1.4 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi: 

1. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik;  

2. Penyusunan Standar Pelayanan;  

3. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;  

4. Pemberian penghargaan;  

5. Survei kepuasan masyarakat; dan 

6. Kebijakan lain terkait pelayanan publik. 
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BAB II 

METODOLOGI PELAKSANAAN FKP  

 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan FKP  

a. Waktu Penyelenggaraan  

Waktu pelaksanaan FKP Balai Bahasa Provinsi Riau diselenggarakan pada 

Senin, 13 Oktober 2025. 

b. Tempat Pelaksanaan  

Tempat pelaksanaan Aula Fisabilillah, Balai Bahasa Provinsi Riau yang 

beralamat di Jalan H.R. Soebrantas Km. 12,5, Kampus Binawidya Universitas 

Riau, Panam, Pekanbaru.  

 

2.2 Penyelenggara dan Peserta FKP  

a. Penyelenggara  

b. Peserta FKP  

1) Penyelenggara Layanan  

2) Pengguna Layanan  

3) Pemangku Kepentingan Pelayanan Publik 

4) Ahli/Praktisi/Organisasi Profesi  

5) Organisasi Masyrakat Sipil 

6) Media Massa  

2.3 Metode Pelaksanaan  

Pelaksanaan dilakukan secara luring mulai pukul 08.30—12.00 WIB.  
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2.4 Susunan Acara FKP  

Susunan Acara Forum Konsultasi Publik (FKP) 

Balai Bahasa Provinsi Riau 

Pekanbaru, 13 Oktober 2025 

 

No. Waktu Mata Sajian Narasumber 

 1 08.00—08.30 Pendaftaran Tim FKP BBPR 

  08.30—09.00 

Sambutan sekaligus 

pembukaan oleh Kepala 

Balai Bahasa Provinsi Riau 

Dr. Umi Kulsum, M.Hum. 

  09.00—09.30 

Penyampaian Materi “Ruang 

Lingkup Penyelenggaraan 

FKP Balai Bahasa Provinsi 

Riau” 

Dr. Umi Kulsum, M.Hum. 

  09.30—10.30 

Penyampaian Materi 

“Peningkatan Mutu dan 

Peran Masyarakat dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik” 

Kepala Ombusdman RI 

Perwakilan Riau, Bambang 

Pratama, S.H., M.H.  

  10.30—11.15 

Diskusi/Dialog Sesuai 

Standar Pelayanan (SP) 

BBPR 

Tim FKP BBPR 

  11.15—11.30 
Pembacaan Rekomendasi 

Standar Pelayanan (SP) 
Tim FKP BBPR 

  11.30—11.45 
Penandatangan Berita Acara 

Forum Komunikasi Publik 
Panitia 

  11.45—12.00 Penutupan Panitia 
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BAB III 

HASIL PELAKSANAAN FKP  

 

1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan hasil pelaksanaan FKP, terdapat beberapa kelemahan yang 

perlu ditindaklanjuti dengan beberapa rekomendasi. Beberapa hal yang perlu 

diperhatikan ialah sebagai berikut.  

1. Publikasi terkait informasi standar pelayanan publik BBPR lebih dimasifkan lagi 

di instansi dan media sosial agar pengguna layanan mendapatkan informasi 

secara menyeluruh terkait layanan yang ada di BBPR. 

2. Penyebaran nformasi terkait standar layanan/produk layanan BBPR masih 

berpusat di internal saja (instansi dan media sosial BBPR). 

3. Informasi terkait jangka waktu layanan di standar pelayanan belum ada. 

4. Jumlah pengunjung layanan di laman belum ditampilkan serta ruang 

pengaduan dan konsultasi BBPR belum maksimal. 

Sehubungan dengan kebutuhan pembahasan dalam penyusunan standar 

pelayanan untuk layanan di Balai Bahasa Provinsi Riau, beberapa identifikasi 

masalah yang disebutkan di atas mendapatkan rekomendasi perbaikan sebagai 

berikut. 

1. Brosur terkait standar pelayanan dapat diletakkan di lobi atau Unit Layanan 

Teknis (ULT) dan Penyediaan konten terkait standar layanan yang dapat 

diunggah di media sosial BBPR dan diakses oleh semua kalangan masyarakat. 

2. Balai Bahasa Provinsi Riau dapat bekerja sama dengan Mal Pelayanan Publik 

(MPP), Disnaker, Ombudsman, dan instansi pelayanan publik lainnya untuk 

penyebarluasan informasi melalui brosur dan lain-lain. 

3. Tambahkan informasi terkait jangka waktu layanan dan durasi masa tunggu 

dan waktu layanan di standar pelayanan. 

4. Jumlah pengunjung layanan dapat ditampilkan di laman serta ruang 

pengaduan dan konsultasi BBPR dapat direspons tepat waktu. 
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1.2 Analisis 

Dengan semakin banyaknya pengguna layanan dibarengi dengan banyaknya 

masukan, aspirasi, bahkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai 

pengguna layanan perlu adanya suatu forum dialog yang difasilitasi oleh 

penyelenggara layanan dalam rangka mengomunikasikan dan mendiskusikan 

permasalahan yang dihadapi sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas 

pelayanan dari penyelenggara layanan. 

 

1.3 Rencana Aksi  

Hasil analisis tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas layanan publik 

maupun pengambilan kebijakan dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 

Oleh karena itu, hasil analisis digunakan sebagai tindak lanjut perbaikan. Rencana 

tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan urutan prioritas. Penentuan perbaikan 

direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 

12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau 

jangka panjang (lebih dari 24 bulan). 
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BAB IV 

PENUTUP  

 

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini, Balai Bahasa Provinsi 

Riau berkomitmen: 

● untuk meningkatkan standar pelayanan untuk memudahkan masyarakat 

dalam memperoleh pelayanan prima;  

● untuk segera menindaklanjuti setiap saran perbaikan yang diberikan 

pengguna layanan agar layanan Balai Bahasa Provinsi Riau sesuai dengan 

harapan masyarakat;  

● FKP menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai Bahasa Provinsi Riau; 

● rencana aksi yang dihasilkan dari FKP ini dapat membantu Balai Bahasa 

Provinsi Riau dalam memberikan pelayanan prima; dan 

● partisipasi masyarakat dan dukungan serta dukungan pemangku kepentingan 

sangat diperlukan agar FKP dapat terus menjadi kegiatan yang berkelanjutan. 

 

Pekanbaru, 20 Oktober 2025 

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau  

 

 

Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum.  

NIP 197301161997032001 
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LAMPIRAN 

1. Berita Acara 
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2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM  (Foto-Foto Pelaksanaan SKM) 

 

Dokumentasi Forum Konsultasi Publik 

Balai Bahasa Provinsi Riau 

 

 

Pembukaan Forum Konsultasi Publik Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun 2025 
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Penandatangan Berita Acara FKP 2025 oleh peserta. 
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Kepala BBPR, Umi Kulsum, menyampaikan materi terkait ruang lingkup layanan BBPR. 
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Sesi tanya-jawab dan menyampaikan saran/masukan dari peserta kegiatan. 
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Foto bersama penyelenggara dan peserta FKP 2025. 
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3. Surat Undangan  
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4. Salinan Daftar Hadir 
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